PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Komplek Pericantoren Terpadu Pemerintabh Kobupaven: Bango Barat, Pel IV, Mentok 33315

PELeME S L]

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGKA BARAT

Nomor : 188.4/ 0185 /DPMPTSP/ 2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGKA BARAT

smlHFALA DINAS,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2] Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomeor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Saru Pintu Daerah, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Pelayanan
Penizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangka Barat ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000  tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten
Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten
Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4268);




3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846,

4, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayvanan
Pubhk [Lembaran Negara Hepublik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor S038);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor B2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5887), scbagaimana
telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemernintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik [(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);




9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041};

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 90j;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemernntah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6617);

13. Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 6618);

14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan  Pelayanan Terpadu Satu  Pintu
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221);

15, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
Tentang Penvelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1956);

l6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran
Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2
Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Dacrah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bangka Barat NMomor 6 Tahun 2016 tentang




Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2020 Nomor 2 Seri D)

17. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 59 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi BSerta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Perizinan Terpadu Sam Pintu, Tenaga Kerja
dan Transmigrasi (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2016 Nomor 11 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Standar Pelayanan Perizinan dan Non perizinan pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
PintuKabupaten Bangka Barat.

KEDUA : Standar Pelayanan Publik [SPP) Penyelenggaraan Perizinan
dan Nonperizinan sebagaimana tersebut dalam Diktum
Kesatu, wajib untuk dilaksanakan dan sebagai acuan
dalam penilaian, pengukuran kinerja serta kualitas
penyelengearaan pelayanan perizinan dan non perizinan
Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Bangka Barat, Aparat Pengawasan, dan
Masyarakat.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Mentok
pada tanggal 12 Juli 2024

KEPALA DINAS

e

H. YUWANDA EKA PUTERA, SKM., M.5i




LAMETRAN

SUREAT KEPUTUSAN KEPALA DPFMPTEP KABUTATEN
BARGEA BARAT

HOMOR 1 188.45/ JOFMETAR e

TENTANG : STANDAR PELAYARNAN PERIZINAN DAN NRON
PERIZINAN PADA [INAS PENANAMAN @ MODAL DaN
PELAYANAN TERPADL SATL] PFINTI  EABRLIPATEN
BANGEM BARAT

TAMGGAL :

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGKA BARAT

A. Pendahuluan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Bangka Barat mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Daecrah
terkait tugas perbantuan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pelayanan secara
terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan
sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
Untuk mewujudkan sistern penyelenggaraan pelayanan publik yvang layak
sesual dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi vang baik,
terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesual dengan peraturan
perundang-undangan, serta terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum
bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan
nonperizinan, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Bangka Barat sebagai Unit Kerja Pelayanan Publik
menetapkan Standar Pelayanan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Bangka
Barat,

B. Standar Pelayanan
Jenis Pelayanan Izin Operasional Sekolah

Service Delivery
No | Komponen Uraian
1. | Persyaratan a. Surat Permohonan [zin Pendician Seckolah vyang
| pelayanan ditujukan ke Kepala DPMPTSP Kabupaten Bangka
| Barat;
b. Fotocopy akta notaris yayasan untuk sekolah swasta;
c. Surat pernyataan Kebenaran dan keabsahan dokumen
perizinan bermaterai Rp.10.000;
d. Susunan pengurus yayasan,
e. Fotocopy akta tanah;
f. SK penetapan kepala sekolah oleh yayasan;
g. SK penetapan komite sekolah berdasarkan hasil

musyawarah dengan masyarakat melampirkan daftar |




hadir musyawarah;

h. Data siswa yang mencakup nama lengkap, tempat
tanggal lahir, nama orang tua dan alamat lengkap;

i. Data guru dengan melampirkan ijazah;

j. Data pegawai tata usaha (TU) dan lainnya dengan
melampirkan ijazah;

k. Data ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah,

wc dan seterusnya;

Data inventaris sckolah;

m., Data pendukung mencakup jumlah siswa dan jarak;

Data SMP dan MTS atau sekola hsederajat yang

mencakup jumlah siswa dan jarak sekolah;

Surat persetujuan dari SMP dan MTS sekitar;

Surat persetujuan dar masyarakat selitar;

Denah Sekolah dan Peta pendidikan kecamatan;

Surat keterangan tidak mengpunakan gedung atau

fasilitas Negara atau pemerintah yvang dibuat olch

kepala sekolah;

Rekomendasi dari Camat setempat;

Sumber dana penyelenggaraan pendidikan;

u. Rencana induk pengembangan sekolah (RIPS)

—
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2. | Sistem,
Mekanisme dan|
prosedur

3. | Jangka waktu |5 hari sejak keluar Rekomendasi dari Dinas Pendidikan
pelayanan




4. | Biaya/tarif | Gratis
5. | Produk layananSurat Keputusan [zin Pendirian Sekolah
6. | Penanganan - Datang langsung ke Dinas Penanaman Modal da.né
i Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangka
B s Barat
BHTAN dan | - Website : dpmptsp. bangkabaratkab.go.id
masukan - Facebook | Dpmppisp Kabupaten Bangka Barat

- Instagram : ptsp bangkabarat
- Whatsapp : 08117171790 ,

No. Komponen | Uraian

1. | Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistemn Pendidikan Nasional;

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor
S038);

¢. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja;

d. Peraturan Pemerintah Nomeor 47 Tahun 2008
Tentang Wajib Belajar;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Perizinan;

f. Peraturan Pemerintah Nomeor & Tahun 2021
tentang Penyvelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah;

g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah;




h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses
Pendidikan Dasar dan Menengah ;

i. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat

Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka

Barat;

Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 73

Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan

Pelayanan Perizinan Berusasha dan Non

| Berusaha Kepada Kelapa Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu,

—

Tenaga Kera dan Transmigrasi Kabupaten
Bangka Barat. .

2. | Sarana dan Ruang tunggu dilengkapi pendingin udara;
Tempat parkir kendaraan roda dua dan empat;
Komputer dan Printer dengan Koneksi Internet;
Telepon dan Faks;

Meja, kursi dan alat tulis kantor;

Toilet umum

Televisi

Kotak Pengaduan
Kursi Roda

- e N

10. Tabung Pemadam Api
11. Penunjuk Jalur Evakuasi

3. | Kompetensi |'1. Memahami teknis pelayananan perizinan
Pelaksana 2. Menguasai tata bahasa vang Baik
3. Menguasal penggunaan komputer

4. Memahami Peraturan Perundang-undangan




4,

Pengawasan

| Internal

5. | Jumlah Pelaksana

A Felay . Adanya |kepastian persyaratan, prosedur,
proses, waktu, biaya dan didukung oleh SDM
vang berkompetensi di bidang masing-masing
sesuai dengan Tugas dan Fungsi Jabatan;

. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan
berusaha kepada masyarakat dengan adil]
akuntabel dan transparan.

Fa:. | shRanian . Terdapat CCTV dibeberapa sudut kantor;

keamanan dan
\Raslsriatan . Terdapat Tabung Pemadam Api dilokasi yvang
pelayanan telah ditentukan

8. | Evaluns: Kinerja . Dilakukan Survei kepuasan masyarakat untuk

Pelaksana mengetahui  kinerja  pelayanan  terhadap

stakeholder

KEPALA DPMPTSP

ey

H.YUWANDA EKA PUTERA, SKM. M.Si




Jenis Pelayanan Izin Pendirian Sekolah

Seruvice Delivery

No | Komponen Uraian

1. | Persyaratan a. Surat Permohonan Izin Pendirian Sekolah vyang
pelayanan ditujukan ke Kepala DPMPTSP Kabupaten Bangka

Barat;
b. Hasil Studi Kelayakan
¢. Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen
perizinan bermaterai Rp. 10,000
Fotocopy IMB
Isi Pendidikan
Jumlah dan Kuahfikasi Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
g. Sarana dan prasarana pendidikan
h. Pembiavaan Pendidikan
L
1.

LB I

Sistem evaluasi dan sertifikat
Manaiemen dan proses pendidikan

2. | Sistem,
Mekanisme dan|
prosedur

] NEgajuan

Permohonan

Validash kelengkapan

berkas dar pengrcekan
.h!-':ﬂ.hi'l

Pembuatan NI

3. | Jangka walktu
pelayanan




| 4. | Biaya/tarif Gratis

2. | Produk layanan Surat Keputusan [zin Pendinan Sekolah

6. | Penanganan - Datang langsung ke Dinas Penanaman Modal dan
pengaduan, E::Efm Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangka

sSaran dan | - Website : dpmptsp.bangkabaratkab.go.id

- Facebook : Dpmpptsp Kabupaten Bangka Barat

- Instagram : ptspbangkabarat

- Whatsapp : 08117171790

masukan

b. Mamuifacturing
No. Komponen ! Uraian

1. | Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional;

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayvanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor
S038);

c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008
Tentang Wajib Belajar;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan;

. Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah;

. Peraturan Menterni Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pendinan, Perubahan dan Penutupan Satuan

Pendidikan Dasar dan Menengah;
th. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138




Tahun 2017 Tentang Penvelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah ;

i. Peraturan Daecrah Kabupaten Bangka Barat
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka
Barat;

. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 73

Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan

Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non

Berusaha Kepada Kelapa Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu,

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Bangka Barat.

Ruang tunggu dilengkapi pendingin udara;

2. | Sarana dan
Prasarana Tempat parkir kendaraan roda dua dan empat;
Komputer dan Printer dengan Koneksi Internet;
Telepon dan Faks;

Meja, kursi dan alat tulis kantor;

Toilet umum;

Televisi;

Kotak Pengaduan;

Kursi Roda;

10. Tabung Pemadam Api;
11. Penunjuk Jalur Evakuasi.

X R0 Mgk Bk W B

3. | Kompetens: 1. Memahami Leknis pelayananan periginan

Pelaksana 2. Menguasai tata bahasa yvang Baik
3. Menguasai penggunaan komputer
4. Memahami Peraturan Perundang-undangan

4. | Pengawasan Pengawasan dilakukan oleh atasan secara

Internal berjenjang
5. | Jumlah Pelaksana |5 Orang




6. |Jaminan Pelayanan 1. Adanya kepastian persyaratan, prosedur,

proses, waktu, biaya dan didukung oleh SDM
vang berkompetensi di bidang masing-masing

sesuai dengan Tugas dan Fungsi Jabatan;

2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan|
berusaha kepada masyarakat dengan Eudil,I
akuntabel dan transparan.

——

1. Terdapat CCTV dibeberapa sudut kantor;

7. | Jaminan

keamanan dan
2. Terdapat Tabung Pemadam Api dilokasi vang

telah ditentukan

kesclamatan

pelayanan

8. | Evaluaa: Kinenja Dilakukan Survei kepuasan masyarakat untuﬂl

Pelaksana mengetahui  kinerja  pelayanan  terhadap
__ stakeholder i

KEPALA DPMPTSP

ety

H.YUWANDA EKA PUTERA, S3KM. M. 51




Jenis Pelayanan Surat Keterangan Penelitian
Service Delivery
No | Komponen Uraian

(=1

1. | Persyaratan . Surat Permohonan Penelitian
pelayanan 2. Surat Pernyataan Kebenaran dan Keabsahan data
bermaterai Rp.10.000

Surat Keterangan dari Sekolah/Perguruan Tinggi/
Lembaga / Instansi yang bertanggungjawab
Fotocopy KTP

Proposal Penelitian

Fotocopy Akta Notaris (selain Sekolah [/ Perguruan
Tinggi)

Fotocopy NPWP Badan Usaha (selain Sekolah [
Perguruan Tinggi)
Pakta Integritas
Sertifikat Vaksin

2. | Sistem, :
Mekanisme dand
prosedur

- -

L

= ik

ol

Persetujuan
Pengesahan keputusan

———

3. | Jangka waktu |5 hari
pelavanan




4. | Biaya/tarif Giratis

5. | Produk ananani surat Keterangan Penelitian

6. | Penanganan - Datang langsung ke Dinas Penanaman Modal dan
pengaduan, geﬂanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangkal

saran dan | - Website : dpmptsp.bangkabaratkab.go.id
- Facebook : Dpmpptsp Kabupaten Bangka Barat

masukan
- Instagram : ptspbangkabarat
- Whatsapp : 08117171790
Manufacturing
No. | Komponen Uraian
1. | Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor
5038);

|h. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

| Cipta Kega
ic. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan;

d. Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah.

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138
Tahun 2017 Tentang  Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1956},

[. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3
Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat

Keterangan Penelitian (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 122);
g. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat




Nomeor & Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka
Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka
Barat Tehun 2016 Nomor 2 Serni D),
sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bangka Barat Nomor & Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Dacrah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran
Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020
Nomor 2 Sen D);

2. | Sarana dan 1. Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin

Prasarana udara;
2. Tempat parkir kendaraan roda empat dan roda
dua terpisah;

Jaringan Internet;

Komputer dan Printer;

Telepon dan Faks;

Meja, kursi dan alat tulis kantor;
Toilet umum;

Televisi;

L S L

Kotak Pengaduan;

10. Kursi Roda;

11. Tabung Pemadam Api;

12. Penunjuk Jalur Evakuasi.

3. | Kompetensi 1. Memahami teknis pelayananan perizinan
Pelaksana

2. Menguasai tata bahasa yvang Baik
3. Menguasal penggunaan komputer
g

. Memahami Peraturan Perundang-undangan




yvang berlaku
4. | Pengawasan Pengawasan dilakukan oleh atasan secara
Internal berjenjang

Jumlah Pelaksana |2 Orang

6. | Jaminan Pelayanan

1. Adanya kepastian persyaratan, prosedur ,
proses, waktu, biaya dan didukung oleh
Sumber Daya Manusia yang berkompetensi di
bidang masing-masing sesuai dengan Tuga
dan Fungsi Jabatan;

2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizin
berusaha kepada masyvarakat dengan adil, aku
tabel dan transparan.

7. | Jaminan 1. Terdapat CCTV dibeberapa sudut kantor;

keamanan dan

keselamatan 2. Terdapat Tabung Pemadam Api dilokasi yang

pelayanan telah ditentulkan

8. | Evaluasi Kinerja

1. Dilakukan Survei kepuasan masyvarakat untuk

Pelakesana mengetahui  kinerja  pelayanan terhadap

stakeholder

KEPALA DPMPTSP

e

H.YUWANDA EKA PUTERA, SKM. M.Si




Jenis Pelayanan Surat Izin Praktek Dokter

Service Delivery
Ne | HKomponen Uraian
1. | Persyaratan . Surat Permohonan vang ditujukan ke Kepala DPMPTSP
pelayanan Kabupaten Bangka Barat;
; aTR Asli;
. Burat Keterangan Tempat Praktik;
. Surat Kecukupan SKP (apabila perpanjangan) atau
bukti pemenuhan kompetensi (apabila lebih dari 5
tahun tidak berpraktik);
. Pas Foto berwarma ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga)
lembar dan 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar;
. KTP Pemohon;
. Email dan Nomor HP aktif
2. | Sistem,
Mekanisme dan|
proscdur
- +
Memenuhi syarat
Proses (zin
3. | Jangka waktu |5 hari
pelayanan
4. | Biaya/tarif Gratis
Produk |H}’.E.ﬁ£l.n.| Surat lzin Praktik (SIP) Dokter




6. | Penanganan - Datang langsung ke Dinas Penanaman Modal dan
' Pelayvanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
pengaduan, I{ahﬂ paten Enngr]Ea Barat i
saran dan | - Website : dpmptsp.bangkabaratkab.go.id
masukan =  Facebook : Dpmpptsp Kabupaten Bangka Barat
- Instagram : ptspbangkabarat |
- Whatsapp : 08117171790 |
|

Manufacturing | S
No. Komponen Uraian
1. | Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor
S038);

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penvelenggaraan Perizinan;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021
tentang Penvelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daecrah;

e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomeor 2052 /MENKES/PER/X/2011
Tentang lzin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik

Kedolteran;
. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138
Tahun 2017 |

TentangPenyelenggaraanPelayananTerpaduSatu l
Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia |
Tahun 2017 Nomor 1956);

g. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat
| Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Izin




| Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Dan lzin
Tenaga Kesehatan;

h. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka
Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka
Barat Tahun 2016 Nomor 2 Sen D),
sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Dacrah Kabupaten
Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bangka Barat Nomor & Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Dacrah Kabupaten Bangka Barat [Lembaran
Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020
. Nomor 2 Seri D).

' 2, | Sarana dan 1. Ruang tungpu dilengkapi dengan pendingin

Prasarana udara;

2. Tempat parkir kendaraan roda empat dan roda
dua terpisah;

Jaringan Internet;

Komputer dan Printer;

Telepon dan Faks;

Meja, kursi dan alat tulis kantor;
Toilet umumn;

Televisi;

Kotak Pengaduan;

10. Kursi Roda;:

11. Tabung Pemadam Api;

12. Penunjuk Jalur Evakuasi.

e E N oo s W




3. | Kompetensi 1. Memahami teknis pelayananan perizinan
Pelaksana 2. Menguasai tata bahasa vang Baik
3. Menguasai penggunaan komputer
4. Memahami Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku
4. | Pengawasan Pengawasan dilakukan oleh atasan secara
Internal berjenjang
5. | Jumlah Pelaksana | 4 Orang
Jaminan Peleyinn 1. Adanya kepastian persyaratan, prosedur,

proses, waktu, biaya dan didukung :::leh]-
Sumber Daya Manusia vang berkompetensi di
bidang masing-masing sesuai dengan Tugas
dan Fungsi Jabatan;
2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan
berusaha kepada masyarakat dengan adil,
akuntabel dan transparan.

7. | Jaminan 1. Terdapat CCTV dibeberapa sudut kantor;

2. Terdapat Tabung Pemadam Api dilokasi vang

keselamatan
telah ditentukan,
pelayanan
8. | Evaluasi Kinerja Dilakukan Survei kepuasan masyarakat untuk
Pelaksana

mengetahui  kinerja  pelayanan  terhadap
stakeholder

KEPALA DPFMPTSP

s

H.YUWANDA EKA PUTERA, SKM.,M.Si



Jenis Pelayanan Surat [zin Praktek Bidan

Service Delivery
No| HKomponen Uraian
1. | Persyaratan 1. Surat Permohonan yang ditujukan ke Kepala DPMPTSP
pelayanan Kabupaten Bangka Barat;
2. 5TR Asli;
3. Surat Keterangan Tempat Prakiik;
4. Surat Kecukupan SKP |apabila perpanjangan) atau
bukti pemenuhan kompetensi (apabila lebih dan 5
tahun tidak berpraktik);
5. Pas Foto berwarna ukuran 4x6 sebanvak 3 [tiga)
lembar dan 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar,
6. KTP Pemochon;
7. Email dan Nomor HP aktifl
2. | Sistem,
Mekanisme dan|
proscdur
-+
| Mermenuhi svarat
Proses izin
3. | Jangka waktu |35 hari
pelayanan
4. | Biaya/tarif Gratis

Produk layanan

Surat Izin Praktik (SIP) Bidan




6. | Penanganan - Datang langsung ke Dinas Penanaman Modal dan
‘ pengaduan, Pelayanan  Terpadu Satu Pintu  Kabupatery
| saran dan Kabupaten Bangka Barat
' masukan -  Website : dpmptsp.bangkabaratkab.go.id

- Facebook : Dpmpptsp Kabupaten Bangka Barat

- Instagram : ptspbangkabarat
- Whatsapp : 08117171790

Manufachuring
No. Komponen Uraian
1. | Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor
5038);

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja;

c. Peraturan Pemerntah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penvelenggaraan Perizinan,

d. Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah;

e. Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik
Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 Tentang lzin
dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;

[. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138
Tahun 2017
TentangPenyelenggaraanPelayananTerpaduSatu
Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1956);

g. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat
Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Izin




Penvelenggaraan Sarana Kesehatan Dan [zin
Tenaga Keschatan;

h. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat
MNomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Peranpkat Daerah Kabupaten Bangka
Barat (Lembaran Dacrah Kabupaten Bangka
Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D),
sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Daecrah Kabupaten
Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bangka Barat Nomor & Tahun 2016

| tentang Pembentukan dan Susunan Perangleat

Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran

Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020

Nomor 2 Seri D,

2. | Sarana dan 1. Ruang tunggu dilengkapi dengan pend.ingin'

Prasarana udara;

2. Tempat parkir kendaraan roda empat dan roda
dua terpisah;

. Jaringan Internet;

. Komputer dan Printer;

. Telepon dan Faks;

. Meja, kursi dan alat tulis kantor;

Toilet umum;

Televisi;

Kotak Pengaduan;

10. Kursi Roda;

11. Tabung Pemadam Apd;

12. Penunjuk Jalur Evakuasi;

o B o B W




3. Kompetensi 1. Memahami teknis pelayananan perizinan
|7 Pelaksana 2. Menguasail tata bahasa vang Baik
' 3. Menguasai pengminaan komputer
| ' 4., Memahami Peraturan Perundang-undangan
. yang berlaku
4, | Pengawasan Pengawasan dilakukan oleh atasan secara
Internal berjenjang

Jumilah Pelaksana | 4 Orang
6. | Jaminan Pelayanan

FJI

l. Adanya kepastian persyaratan, prosedur,
proses, waktu, biava dan didukuong oleh
Sumber Daya Manusia yang berkompetensi di
bidang masing-masing sesuai dengan Tugas
dan Fungsi Jabatan;

2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan
berusaha kepada masyarakat dengan adil,
akuntabel dan transparan.

13, | sarmmnan l. Terdapat CCTV dibeberapa sudut kantor;

keamanan dan
2. Terdapat Tabung Pemadam Api dilokasi yang

keselamatan
pela n telah ditentukan

E_ L] » - [ TR ol
Evalunt Kineri Dilakukan Survei kepuasan masyarakat untuk
Pelaksana

mengetahui  kinerja  pelayanan  terhadap
stakeholder

KEPALA DPMPTSP

ypsea

HYUWANDA EKA PUTERA, SKM.,M.Si




Jenis Pelayanan Surat Izin Praktck Perawat

Service Delivery B B
No | Komponen Uraian
1. | Persyaratan 1. Surat Permohonan yang ditujukan ke Kepala DPMPTSP
pelayanan Kabupaten Bangka Barat;

2. STR Asli:

3. Surat Keterangan Tempat Praktik;

4. Surat Kecukupan SKP (apabila perpamjangan) atau
bukti pemenuhan kompetensi (apabila lebih dari 5
tahun tidak berpraktik);

5. Pas Foto berwarna ukuran 4x6 sebanyvak 3 (tiga)
lembar dan 3x4 secbanyak 2 {dua) lembar;

6. KTP Pemohon;

7. Email dan Nomor HP aktif

2. | Sistem,
Mekanisme dan
prosedur

3. | Jangka waktu |5 hari
pelavanan
Biava [ tarif Gratis

Produk la}fa.na.ni Surat lzin Praktik (SIP) Perawat




6. | Penanganan - Datang langsung ke Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
prngaduan; Kabupaten Bangka Barat

saran dan | - Website : dpmptsp.bangkabaratkab.go.id
- Facebook : Dpmpptsp Kabupaten Bangka Barat

masukan
- [nstagram : ptspbangkabarat
- Whatsapp : 08117171790
Marufacturing
No. Komponen Hrsian
1. | Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Repubhik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor
2038},

b, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Penizinan;

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah.

¢. Peraturan Menten Keschatan Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menterni Keschatan
Nomor HK.02.02/MENKES /[ 148/V /2010
Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktk

Perawat.

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138)
Tahun 2017 Tentang  Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1956);




g. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat|
Nomor & Tahun 2015 Tentang Izin
Penvelenggaraan Sarana Kesehatan Dan [zin
Tenaga Kesehatan;

h. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka
Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka
Barat Tahun 2016 Nomor 2 Senn D),
sebagaimana telah beberapa kali  diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016

I| tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran

Dacrah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020

Nomor 2 Sen D);

2. | Sarana dan 1. Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin

Prasarana udara:

r

2. Tempat parkir kendaraan roda empat dan roda

dua terpisah;
. Jaringan Internet;
. Komputer dan Printer;
. Telepon dan Faks;

th & L

6. Meja, kursi dan alat tulis kantor;
7. Toilet umum

8. Televisi

9. Kotak Pengaduan

10. Kursi Roda

11. Tabung Pemadam Api

12. Penunjuk Jalur Evakuasi




3. | Kompetensi 1. Memahami teknis pelayananan perizinan
Pelaksana 2. Menguasai tata bahasa yang Baik
3. Menguasai penggunaan komputer
' 4. Memahami Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku
4. | Pengawasan Pengawasan dilakukan oleh atasan secara
Internal berjenjang
3. | Jumlah Pelaksana |4 Orang B -

6. | Jaminan Pelayanan | Adanya kepastian persyaratan, prosedur,

proses, wakitu, biaya dan didukung nle'ij

Sumber Daya Manusia yang berkompetensi di
bidang masing-masing sesuai dengan Tugas
dan Fungsi Jabatan; '

2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan
berusaha kepada masyarakat dengan adil,
akuntabel dan transparan. ]

1. Terdapat CCTV dibeberapa sudut kantor;

7. | Jaminan

keamanan dan
- i 2. Terdapat Tabung Pemadam Api dilokasi vang
pelayanan | telah ditentukan

8- | TAuant minegs | Dilakukan Survei kepuasan masvarakat untuk
Pelaksana

mengetahui  kinerja  pelayanan  terhadap
stakeholder

—

KEPALA DPMPTSP

el

H. YUWANDA EKA PUTERA, SKM. M.Si




Jenis Pelayanan Surat lzin Praktek Apoteker
Service Delivery

No | Komponen

Uraian

1. | Persyaratan
pelayanan

11. Surat Permohonan yvang ditujukan ke Kepala DPMPTSP

Kabupaten Bangksa Barat;

STR Asli;

Surat Keterangan Tempat Praktik;

Surat Kecukupan SKP [apabila perpanjangan| atau

bukti pemenuhan kompetensi (apabila lebih dan 5

tahun tidak berpraktik);

5. Pas Foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga)
lembar dan 3x4 sebanyak 2 {dua) lembar;

&. KTP Pemohon;

7. Email dan Nomor HP aktif

ol

2. | Bistemn,
Mekanisme dan
prosedur

e

Memenuhi syarat
Proses izin

I

Persetujuan
Pengesahan keputusan

v

3. | Jangka waktu |5 hari
pelayanan
Biaya [ tarif Gratis

5. | Produk layanan|

Surat lzin Praktik (SIP) Apoteker




6. | Penanganan - Datang langsung ke Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan  Terpadu Satu Pintu  Kabupaten
pengadiaan, Kabupaten Bangka Barat
saran dan | - Website : dpmptsp.bangkabaratkab.go.id
- Facebook : Dpmpptsp Kabupaten Bangka Barat

masukan
‘ = Instagram : ptspbangkabarat
- Whatsapp : 08117171790
Manufacturing
No. Komponen Uraian
1. | Dasar Hukum a, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang |

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor
5038);

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021

tentang Penvelenggaraan Perizinan;

d. Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah.

e. Peraturan Menteri  Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 Tentang
Registrasi, lzin Praktik dan Izin Tenaga
Kesehatan.

ff. Peraturan Mentenn Dalam Negern Nomor 138
Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomaor
1956);




g. Peraturan Daerah l{abupafcn Eﬂﬂgkﬂ Barat
Nomor & Tahun 2015 Tentang [zin
Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Dan lzin
Tenaga Kesehatan;

h. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat
Nomor & Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Dacrah Kabupaten Bangka
Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka
Barat Tahun 2016 Nomor 2 Sen D),
sebagaimana telah beberapa kali  diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Banglka Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran
Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020

Nomor 2 Sen D;

2. | Sarana dan 1. Ruang tungegu dilengkapi dengan pendingin
Prasarana udara; ;
2. Tempat parkir kendaraan roda cmpat dan roda |
dua terpisah; ,
Jaringan Internet;

Komputer dan Printer;

Telepon dan Faks;

Meja, kursi dan alat tulis kantor;
Toilet umum

Televis

Kotak Pengaduan

10, Kursi Roda

11. Tabung Pemadam Api

L L

12. Penunjuk Jalur Evakuasi




3. | Kompetensi | 1. Memahami teknis pelayananan perizinan
Pelaksana 2. Menguasai tata bahasa vang Baik

J. Menguasai penggunaan komputer

4. Memahami Peraturan Perundang-undangan
vang berlaku

4, | Pengawasan Pengawasan dilakukan oleh atasan secara

| Internal berjenjang
5. | Jumlah Pelaksana | 4 Orang
.. | Hemingn: Pelaynnan l. Adanya kepastian persyaratan, prosedur,
proses, waktu, biayva dan didukung oleh
Sumber Dava Manusia vang berkompetensi di
bidang masing-masing sesuai dengan Tugas
dan Fungsi Jabatan;

2. Adanya jaminan pemberian pelavanan penzmnan
berusaha kepada masyarakat dengan adil,
akuntabe] dan transparan.

T, [ AR 1. Terdapat CCTV dibeberapa sudut kantor;
SCRTREDAT QAT 2. Terdapat Tabung Pemadam Api dilokasi yang
keselamatan telah ditentukan
pelayvanan

% | Rl Riner 1. Dilakukan Survei kepuasan masyarakat untui-q
Peleiuaan mengetahul kinerja  pelayanan  terhada

I stakeholder j

KEPALA DPMPTSP

s

H.YUWANDA EKA PUTERA, SKM. M.5i1




Jenis Pelayanan Surat lzin Praktek Asisten Apoteker
Service Delivery

No Komponen Uraian
1. | Persyaratan 1. Surat Permohonan yvang ditujukan ke Kepala DPMPTSP
pelayanan Kabupaten Bangka Barat;
2. 5TR Asli;
3. Surat Keterangan Tempat Praktik;
4. Surat Kecukupan SKP (apabila perpanjangan) atau
bukti pemenuhan kompetensi |apabila lebih dar S
tahun tidak berpraktik);
3. Pas Foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga)
lembar dan 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar;
6. KTP Pemohon;
7. Email dan Nomor HP aktif
2. | Bistem,
Meckanisme dan
prosedur
I
-
Memenuhi syara
Proses izin
Persetujuan
Pengesahan keputusan
3. | Jangka waktu |5 hari
pelayanan
4. | Biaya/tanf (Gratis
%

Produk layanan, Surat lzin Praktik (SIP) Asisten Apoteker




6. | Penanganan |- Datang langsung ke Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  Kabupaten
pengaduan, Kabupaten Bangka Barat
saran dan | - Website : dpmptsp.bangkabaratkab.go.id
ST L -  Facebook : Dpmpptsp Kabupaten Bangka Baral
- Instagram : ptspbangkabarat
| - Whatsapp : 0B117171790
Maonufacturing
No. Komponen Uraian

1. | Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negera Republhik Indonesia Nomor
S038);

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Perizinan;

il. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021

tentang Penvelenggaraan Perizinan Berusaha di

Daecrah.

€. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 Tentang
Registrasi, Izin Praktik dan Izin Tenaga
Kesehatan.

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138
Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor




T 1956);

ig. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat
Nomor 8 Tahun 2015 Tentang lzn
Penyelengearaan Sarana Kesehatan Dan Izin
Tenaga Kesehatan;

h. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banglka
Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka
Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D;,I
sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daecrah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran
Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020
Nomor 2 Sen D);

2. | Sarana dan 1. Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin
Prasarana udara;

2. Tempat parkir kendaraan roda empat dan roda
dua terpisah;

3. Jaringan Internet;

4. Komputer dan Printer;

5. Telepon dan Faks;

6. Meja, kursi dan alat tulis kantor;

7. Toilet umum

8. Televisi

9. Kotak Pengaduan

10. Kursi Roda
11. Tabung Pemadam Api




12. Penunjuk Jalur Evakuasi

3. | Kompetensi 1. Memahami teknis pelayananan perizinan
Pelaksana 2. Menguasai tata bahasa vang Baik
3. Menguasai penggunaan komputer

4. Memahami Peraturan Perundang-undangan

vang berlaku
4. 'if';::ngawasﬂn Pengawasan dilakukan oleh atasan secara .
Internal berjenjang

5. |Jumlah Pelaksana | 4 Orang

6. |Jaminan Pelayanan 1. Adanya kepastian persyaratan, prosedur,

proses, waktu, biaya dan didukung oleh
Sumber Daya Manusia yang berkompetensi di
bidang masing-masing sesual dengan Tugas
! dan Fungsi Jabatan;

2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan
berusaha kepada masyarakat dengan adil,
alkuntabel dan transparan.

7. | Jaminan

| i i 1. Terdapat CCTV dibeberapa sudut kantor;
keselamatan 2, Terdapat Tabung Pemadam Api dilokasi yang
, pelayanan telah ditentukan
5. | Binlussr Kinege Dilakukan Survei kepuasan masyarakat untuk
reink mengetahui  kinerja  pelayanan  terhadap
stakeholder

KEPALA DPMFPTSP

o

H.YUWANDA EKA PUTERA, SKM. M.51




Jenis Pelayanan Surat Izin Praktek Perawat Gigi

Service Delivery
Noe | Komponen Uralan
1. | Persyaratan 1. Surat Permohonan yvang ditujukan ke Kepala DPMPTSP
pelayanan Kabupaten Bangka Barat;
2. STR Asli;
3. Surat Keterangan Tempat Praktik;
4. Surat Kecukupan SKP (apabila perpanjangan) atau
bukti pemenuhan kompetensi (apabila lebih dari 5
tahun tidak berpraktik);
5. Pas Foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga)
lembar dan 3x4 sebanyak 2 |dua) lembar;
6. KTP Pemohon;
| 7. Email dan Nomor HP aktif
2. | Sistem,
Mekanisme dan
prosedur
3. | Jangka waktu |5 hari ' 1
pelayanan
4. | Biaya/tarif Gratis
Produk layanan| Surat Izin Praktik (SIP) Perawat Gigi




6. | Penanganan - Datang ls;ztlé;ﬂung ke Dinas Penanaman Modal dan
pengaduan, Pelayanan  Terpadu Satu Pintu Kabupaten
saran dan Kabupaten Bangka Barat
masukan -  Website : dpmptsp.bangkabaratkab.go.id

- Facebook : Dpmpptsp Kabupaten Bangka Barat
= Instagram : ptspbangkabaral
= Whatsapp : 08117171790

Manufacturing
No. Komponen Uraian
1. | Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ltﬁlﬂnE

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

Lembaran Negera HRepublik Indonesia Nomor

S5038);

[b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Perizinan;

id. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah;

e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 58 Tahun 2012 Tentang
Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Gigi;

f. Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 138
Tahun 2017
TentangPenyelenggaraanPelayananTerpaduSaiu
Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1956);




g. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat
Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Izin
Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Dan [zin
Tenaga Keschatan;

(h. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat

Nomor & Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ba.ngl-:a|

Barat (Lembaran Daerah Habupaten Bangka |

Barat Tahun 2016 Nomor 2 Sen I:!],|

|  sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Peranghkat

Daerah Kabupaten Bangka Barat {Lembaran

Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020

Nomor 2 Sen1 D).

4. | Sarana dan 1. Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin

Prasarana udara;

| 2. Tempat parkir kendaraan roda empat dan roda
dua terpisah;

Jaringan Internet;

Komputer dan Printer;

Telepon dan Faks;

Meja, kursi dan alat tulis kantor;
Toilet umum;

Televisi;

Kotak Pengaduan;

10. Kursi Roda;

11. Tabung Pemadam Api;

12, Penunjuk Jalur Evalkuasi.

- T~




3. | Kompetensi 1. Memahami teknis pelayananan perizinan
Pelaksana 2. Menguasai tata bahasa yang Baik
3. Menguasai penggunaan komputer
4. Memahami Peraturan Perundang-undangan
vang berlaku
4. | Pengawasan Pengawasan dilakukan oleh atasan secara
Internal berjenjang

5. | Jumlah Pelaksana |4 Orang

6. | Jaminan Pelayanan

1. Adanya kepastian persyaratan, prosedur,
proses, waktu, biaya dan didukung oleh
Sumber Daya Manusia yang berkompetensi di
bidang masing-masing sesuai dengan Tugas
dan Fungsi Jabatan;

2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan|
berusaha kepada masyarakat dengan adil,
akuntabel dan transparan.

Ll 1. Terdapat CCTV dibeberapa sudut kantor;
keamanan dan
2. Terdapat Tabung Pemadam Api dilokasi yang

keselamatan
pile telah ditentukan

8. | Evaluasi Kinerja 1. Dilakukan Survei kepuasan masyarakat untuk
Pelaksana

mengetahui  kinerja  pelayanan  terhadap
stakeholder

KEPALA DPMPTSP

i

H.YUWANDA EKA PUTERA, SKM., M.5i




Jenis Pelayanan Surat Izin Praktek Analis Laboratorium

Service Delivery
No | Komponen Uraian
1. | Persyaratan 1. Sural Permohonan yang ditujukan ke Kepala DPMPTSP
pelayanan Kabupaten Bangka Barat;
2. STR Asli;
3. Sural Keterangan Tempat Pralotik;
4. Surat Hecukupan S5KP (apabila perpanjangan] atau
bukti pemenuhan kompetensi (apabila lebih dari 5
tahun tidak berpraktik),
3. Pas Foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga)
lembar dan 3x4 sebanvak 2 (dua) lembar;
6. KTP Pemohon;
7. Email dan Nomor HP aktif
2. | Sistem,
Mekanisme dan|
proscdur
3. | Jangka waktu |5 hari 1
pelayanan
4. | Biaya [ tarif Gratis
Produk Iay‘ana.nl Surat [zin Praktik (SIP) Analis Laboratorium




©. | Penanganan - Datang langsung ke Dinas Penanaman Modal dan
pengaduan, Pelayanan Terpadu Satu  Pintu  Kabupaten
saran dan Kabupaten Bangka Barat
masukan - Website : dpmptsp.bangkabaratkab.go.id

-  Facebook : Dpmpptsp Kabupaten Bangka Barat

- Instagram : ptspbangkabarat
- Whatsapp : 08117171790

Manufacturing
No. Komponen Uraian
1. | Dasar Hukum a. Undmg—UndEn_gﬂﬁumur 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
| Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor
S038);

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021

tentang Penyvelenggaraan Perizinan;

d. Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di

Daerah;

e. Peraturan  Menteri  Kesehatan — Republik
Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Izin
danPenyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi
Laboratorium Medik;

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138
Tahun 2017
TentangPenyelenggaraanPelayananTerpaduSatu
Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1956);




E Peraturan Daerah .Ha'lz;upé.tt:ﬁ Ela.ngka Barat
Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Izin
Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Dan lzin
Tenaga Keschatan,

h. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka
Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka
Barat Tahun 2016 Nomor 2 Sen Dy,
sehagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Dacrah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran
Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020

Nomor 2 Seri D).
2. | Sarana dan 1. Ruang tunggu dilengkapi dengan  pendingin |
Prasarana udara;
2. Tempat parkir kendaraan roda empat dan roda
dua terpisah;

3. Jaringan Internet;

4. Komputer dan Printer;

5. Telepon dan Faks;

6. Meja, kursi dan alat tulis kantor;
7. Toilet umum;

B. Televisi;

9. Kotak Pengaduan;

10. Kursi Roda;

11. Tabung Pemadam Api;

L 12. Penunjulk Jalur Evakuasi.




' 3. | Kompetensi 1. Memahami teknis pelayananan perizinan
Pelaksana 2. Menguasai tata bahasa vang Baik

3. Menguasai penggunaan komputer

4. Memahami Peraturan Perundang-undangan
yvang berlaku

4. | Pengawasan Pengawasan dilakukan oleh atasan secara = |
Internal berjenjang
5. | Jumlah Pelaksana |4 Orang
Jaminan Peliyanan 1. Adanya |kepastian persyaratan, prosedur,
proses, waktu, biaya dan didukung ole
sumber Daya Manusia yang berkompetensi di
bidang masing-masing sesuai dengan Tu
dan Fungsi Jabatan;

2. Adanya jaminan pemberian pelayanan pl:nmm!ﬂ
berusaha kepada masyarakat dengan adil,
akuntabel dan transparan.

¥ [Iamen 1. Terdapat CCTV dibeberapa sudut kantor;
keamanan dan
ki nalamit e 2. Terdapat Tabung Pemadam Api dilokasi yang
pelayanan telah ditentukan
8. | Bvalusai Kinerja Dilakukan Survei kepuasan masyarakat untuk
RN mengetahui  kinerja  pelayanan  terhadaps
stakeholder

KEPALA DPMPTSP

et

HYUWANDA EKA PUTERA, SKM. M. Si




Jenis Pelayanan Surat [zin Praktek Fisiotrapis

Service Delivery
I.Hn Komponen Uraian
1. Persyaratan 1. Surat Permohonan yang ditujukan ke Kepala DPMPTSP
pelayanan Kabupaten Bangka Barat;
2. STR Asli;
13. Surat Keterangan Tempat Praktik;
4. Surat Kecukupan SKFP (apabila perpanjangan) atau
bukti pemenuhan kompetensi (apabila lebih dari 5
tahun tidak berpraktik);
5. Pas Foto berwarna ukuran 4x6 sechanyak 3 (tiga)
lembar dan 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar;
6. KTP Pemohon;
7. Email dan Nomor HF aktil
2. | Bistem,
Mekanisme dan
prosedur
-
Memenuhi syarat
Proses izin
Persetujuan
Pengesahan keputusan
3. | Jangka waktu |5 han
 pelayanan
4, | Biaya/tarif Gratis
5. | Produk layanan| Surat Izin Praktik (SIP) Fisiotrapis ) I




. F'E]'IEII.EELITEII - Datang langsung ke Dinas Penanaman Modal dan
pengaduan, Pelayanan  Terpadu Satu  Pintu Kabupatern|
sAran dan Kabupaten Bangka Barat
masukan - Website : dpmptsp.bangkabaratkab.go.id

= Facebook : Dpmpptsp Kabupaten Bangka Barat
-  Instagram ; ptspbangkabarat
- Whatsapp : 08117171790

Manufacturing = =
|! No. Komponen Uraian
1. | Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang |

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor
S038);

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan;

d. Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2021

tentang Penvelenggaraan Perizinan Berusaha di

Daerah;

c. Peraturan  Menteri  Kesehatan — Republik |
Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 Tentang
Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik
Fisioterapis;

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138
Tahun 2017
TentangPenyelenggaraanPelayananTerpaduSatu
Fintu Daerah [Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1956};




g Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat
Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Izin
Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Dan [zin
Tenaga Keschatan;

h. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka
Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka
Barat Tahun 2016 Nomor 2 Sen Dj,
sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bangka Barat Nomor & Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Peranghkat
Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran
Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020
Nomeor 2 Seri D).

4. | Sarana dan 1. Ruang tunggu dilengkapi dengan pendin_gin_

Prasarana udara;

|. 2. Tempat parkir kendaraan roda empat dan roda
dua terpisah;

Jaringan Internet;

Komputer dan Printer;

Telepon dan Faks;

Meja, kursi dan alat tulis kantor;
Toilet umum;

Televisi;

. Kotak Pengaduan;

10. Kursi Roda;

11. Tabung Pemadam Api;

12. Penunjuk Jalur Evakuasi,

O P ND YA W




3. | Kompetensi 1. Memahami teknis pelayananan perizinan
Pelaksana 2. Menguasai tata bahasa vang Baik
J. Menguasai penggunaan komputer
4. Memahami Peraturan Perundang-undangan
yvang berlaku
4. | Pengawasan Pengawasan dilakukan oleh atasan secara
Internal berjenjang
5. | Jumlah Pelaksana |4 Orang

6. | Jaminan Pelayanan

1. Adanya kepastian persyaratan, prosedur,
proses, waktu, biaya dan didukung oleh
Sumber Daya Manusia vang berkompetensi di
bidang masing-masing sesual dengan Tugas
dan Fungsi Jabatan;

2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan
berusaha kepada masyarakat dengan adil,
akuntabel dan transparan.

7. | Jaminan

keamanan dan

1. Terdapat CCTV dibeberapa sudut kantor;

2. Terdapat Tabung Pemadam Api dilokasi yang

keselamatan
pelayanan telah ditentukan.

8. | Evaluasi Kinerja i S Werisa masaraka aatil
Pelaksana

mengetahui kinerja  pelayvanan  terhadap
stakeholder

KEPALA DPMPTSP

i

H.YUWANDA EKA PUTERA, SKM., M.5i



Jenis Pelayanan Surat Izin Prakiek Radiografer

Service Delivery
No | Komponen Uraian ¥ F 7
1. | Persyaratan 1. Surat Permohonan yang ditujukan ke Kepala DPMPTSP
pelayanan Kabupaten Bangka Barat;
2. STR Aslk;
3. Surat Keterangan Tempat Praktik;
4. Surat Kecukupan SKP (|apabila perpanjangan| atau
bukti pemenuhan kompetensi (apabila lebih dar 5
tahun tidak berpraktik),
5. Pas Foto berwarna ukuran 4x6 sebanvak 3 ([tga)
lembar dan 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar;
6. KTF Pemohon;
7. Email dan Nomor HP aktif
2. | Siatem,
Mekanisme dan|
proscdur
Memenuhi svarat
Proses (zin
Parsetujuan
Pengesahan keputusan
3. | Jangka waktu | 5 hari
pelayanan
4. | Biaya/tari{ Gratis
3. | Produk layanan Surat [zin Praktik (SIP) Radiografer




b, hnmganan - Datang langsung ke Dinas Penanaman Modal dan
pengaduan, Pelayanan Terpadu Satu  Pintu Eabupaterﬁ!
SHTEN dan |  Kabupaten Bangka Barat
masukan -  Website : dpmptsp.bangkabaratkab.go.id

- Facebook : Dpmpptsp Kabupaten Bangka Barat
- Instagram : ptspbangkabarat
- Whatsapp : 08117171790

Mﬂ:mfndumlg B
No. Komponen Uraian
1. | Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomeor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor
S038);

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Perizinan;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah;

e, Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang
Penvelenggaraan Pekerjaan Radiografer;

f. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat
Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Izin
Penyelenggaraan Sarana Keschatan Dan lzin

Tenaga Keschatan;

g Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat
Nomor & Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka




|  Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka |
Barat Tahun 2016 Nomor 2 Sen D]:,l
sebagaimana telah beberapa kali d"ﬁlhﬂh!
terakhir dengan Peraturan Daecrah Kabupaten
Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah|
Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 |
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran
Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020
Nomor 2 Seri D).

2. | Sarana dan 1. Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin
Prasarana udara;

2. Tempat parkir kendaraan roda empat dan roda
dua terpisah;

. Jaringan Internet;

. Komputer dan Printer;

. Telepon dan Faks;

. Megja, kursi dan alat tulis kantor;

. Toilet umum;

- Televisi;

. Kotak Pengaduan;

10. Kursi Roda;

11. Tabung Pemadam Api;

12, Penunjuk Jalur Evakuasi.

aom = 3 i e

3. _I{;:rﬂ'l_pﬁ:l,mﬂ 1. Memahami teknis pelayananan perizinan
Pelaksana 2. Menguasai tata bahasa yang Baik
3. Menguasai penggunaan komputer
4

. Memahami Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku
4. | Pengawasan 'Pengawasan dilakukan oleh atasan secara
Internal berjienjang




Jumlah Pelaksana |4 Orang
6. | Jaminan Pelayanan

1. Adanya kepastian persyaratan, prosedur,
proses, waktu, biaya dan didukung olehl
Sumber Daya Manusia yang berkompetensi di
bidang masing-masing scsual dengan Tugas
dan Fungsi Jabatan;

2. Adanya jaminan pemberian pelayanan penmnan
berusaha kepada masyarakat dengan adil)
akuntabel dan transparan.

7. | Jaminan 1. Terdapat CCTV dibeberapa sudut kantor;

keamanan dan
i s 2. Terdapat Tabung Pemadam Api dilokasi yang

pelayanan telah ditentukan.

=

TR | Kinerj ; -
8 valuasi Kinerja Dilakukan Survei kepuasan masyarakat untuk

Pelaksana mengetahui  kinerja pelayanan  terhadap
stakeholder
KEPALA DPFMPTSP

i

H.YUWANDA EKA PUTERA, SKM., M.Si




Jenis Pelayanan Surat [zin Prakiek Refraksionis Optisien

Service Delivery
No, HKomponen Uraian
1. | Persyaratan 1. Surat Permohonan yang ditujukan ke Kepala DPMPTSP
pelayanan Kabupaten Bangka Barat;
2. 5TR Asli;
3. Surat Keterangan Tempat Praktik;
4. Surat Kecukupan SKP (apabila perpanjangan] atau
bukti pemenuhan kompetensi (apahbila lebih dari 5
tahun tidak berpraktik);
5. Pas Foto berwarna ukuran 4x6 secbanyak 3 (tiga)
lembar dan 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar,
6. KTP Pemohon;
7. Email dan Nomor HP aktif
2. | Sistem,
Mekanisme
prosedur
\ r Proses |zin 4
/
Persetujuan
\ Pengesahan keputusan ,ff
3. | Jangka waktu |5 hari sejak dikeluarkan rekomendasi dari
pelavanan DinasKesehatan Banglka Barat
4, | Biaya/tarf Gratis tidak dipungut biaya
| 5. | Produk layanan Surat Izin Praktik (SIP) Refraksionis Optisien




6. | Penanganan - Datang langsung ke Dinas Penanaman Modal dan
pengaduan, Pelayanan  Terpadu Satu Pintu Kabupaten
SATAN dan | Kabupaten Bangka Barat
masukan - Website : dpmptsp.bangkabaratkab.go.id

- Facebook : Dpmpptsp Kabupaten Bangka Barat

- Instagram : ptespbangkabarat
= Whatsapp : 08117171790

Marnufacturing
No. Komponen Uraian
1. | Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor
5038);

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja;

¢. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021

| tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di

Daerah;

. Peraturan Menteri Keschatan Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang
Penyelenggaraan Optikal;

f. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat
Nomor B Tahun 2015 Tentang Izin
Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Dan [zin
Tenaga Keschatan;

g Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat

Nomor & Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka




Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka
Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D),
sebapaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Peranghkat
Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran
Dacrah Kabupaten Bangks Barat Tahun 2020
Nomor 2 Sen D);

h. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 5 Tahun
2017 Tentang  Pelimpahan Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinen dan Non Perizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Maodal,
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

2. | Barana dan 1. Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin
udara;

2. Tempat parkir kendaraan roda empat dan roda
dua terpisah;

3. Jaringan Internet;

4. Komputer dan Printer;

5. Telepon dan Faks;

6. Meja, kursi dan alat tulis kantor;

7. Toilet wmum;

8, Televisi;

9. Kotak Pengaduan;

10. Kursi Roda;

11. Tabung Pemadam Api;

12. Penunjuk Jalur Evakuasi.

3. | Kompetensi | 1. Memahami teknis pelayananan periginan

Pelaksana 2. Menguasai tata bahasa vang Baik

Prasarana

3. Menguasai penggunaan komputer
4. Memahami Peraturan Perundang-undangan

vang berlaku




4. | Pengawasan Pengawasan dilakukan oleh atasan secara
Internal | berjenjang

5. | Jumlah Pelaksana 4 Orang
6. | Jaminan Pelayvanan

1. Adanya kepastian persyaratan, prosedur,
proses, waktu, biaya dan didukung oleh
Sumber Daya Manusia yang berkompetensi
bidang masing-masing sesuai dengan Tu
dan Fungsi Jabatan;

2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan:
berusaha kepada masyarakat dengan adil,
akuntabel dan transparan. .

Sl — 1. Terdapat CCTV dibeberapa sudut kantor;
keamanan dan

2. Terdapat Tabung Pemadam Api dilokasi yang
telah ditentukan

kesslamatan

pelayanan
8. | Evaluasi Kinerja

Dilakukan Survei kepuasan masyarakat untulg

PERk mengetahui kinerja  pelayanan  terhadap
stakeholder
KEPALA DPMPTSP

s

H.YUWANDA EKA PUTERA, SKM. M.Si




Jenis Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Service Delivery
N | Komponen Uraian
o
1. | Persyaratan | 1. Email yang aktif
pelayanan 2. Nomor HP
3. Fotocopy KTP Pemohon
4. Fotocopy surat tanda bukti kepemilikan tanah
5. Surat perjanjian penggunaan tanah bermaterai Rp.10.000
(apabila tanah tersebut milik orang lain)
6. Gambar Teknis Bangunan
7. Surat Keterangan Rencana Kota (KRK) buat di Dinas PU (KKPR
dari 055 khusus untuk KBLInya yang ada di aplikasi 033}
8. 5PPL dan 0SS (untuk bangunan usaha yang didaftarkan
melalui OS8)
2. | Sistem,
Mekanisme .r"l.'lll.l.l:II..II..II: Pevisutipaian SICRD Pz bl -.I.|||_
dan pmﬂ:dur Uphand Bakurmen ¥ penversmn Sk fFEG
Verifikast Dokuamen Penshaime

3. | Pengawasan | Melalui Sub Menu Monitoring pada aplikasi SIMBG
4. | Jangka 5 hari terhitung sejak pengisian retribusi melalui aplikasi simbg
waktu oleh Dinas Teknis
pelavanan ,
S. | Biaya/tarif | Sesuai Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang
| diterbitkan melalui aplikasi SIMBG
| 6. | Produk SK Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
| layanan s .
7. | Penanganan | - Datang langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
; Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangka Barat
| DERRRLIRRL | | tebwite: dpmptap banghabesetkab gaid
saran  dan | - Facebook : Dpmpptsp Kabupaten Bangka Barat
masukan - Instagram : ptspbangkabarat

Whatsapp : 08117171790




Manufacturing
No. Komponen Uraian
| e —
1. | Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002

| tentang Bangunan Gedung;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kenja;

4, Peraturan Pemernntah Nomor 16 Tahun 2021

tentang peraturan pelaksanaan  Undang-

Undang Nemor 28 Tahun 2002 tentang

Bangunan (Gedung,

2. | Sarana dan Prasarana | 1. Ruang tungpu dilengkapi dengan pendingin

udara;

Tempat parkir kendaraan roda empat dan roda

dua terpisah;

Jaringan Internet;

Komputer dan Printer;

Telepon dan Faks;

Meja, kursi dan alat tulis kantor;

Toilet umum

. Televisi

9. Kotak Pengaduan

10. Kursi Roda

11. Tabung Pemadam Api

12. Penunjuk Jalur Evakuasi .

3. | Kompetensi Pelaksana 1. Memahami teknis pelayananan perizinan

2. Menguasal tata bahasa yang Baik

3. Menguasal penggunaan komputer

4. Memahami Peraturan Perundang-undangan

b

e N kL

——————a

. vang berlaku
4. | Pengawasan Internal Pengawasan dilakukan oleh atasan secara
berjenjang
5. | Jumiah Pelaksana | 7 5rang

6.. | Jaminan Pelayanan 1. Adanya |kepastian persyaratan, prosedur

proses, waktu, biaya dan didukung olehl
Sumber Daya Manusia yang berkompetensi di
| bidang masing-masing sesuai dengan Tugas
dan Fungsi Jabatan;

2. Adanya  jaminan  pemberian  pelayanan
perizinan berusaha kepada masyarakat dengan
adil, akuntabel dan transparan.

1. Terdapat CCTV dibeberapa sudut kantor;

7. | Jaminan keamanan dan
keselamatan pelayanan
2. Terdapat Tabung Pemadam Api dilokasi yang

telah ditentukan




8. | Evaluasi Kinerja

Dilakukan Survel kepuasan masyvarakat untukl
Pelayanan 2 Y

mengetahui  kinerja  pelayvanan  terhadap
stakeholder

= == ———

KEPALA DPMPTSP

sy

H.YUWANDA EKA PUTERA, SKM. M.Si



Jenis Pelayanan Penzinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online Single
Submission (O85)

Service Delivery
No | Komponen Uraian
1. | Persyaratan 1. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagm
pelayanan Pelaku Usaha Perorangan (WNI);
2. Memiliki Nomor Passport bam Pelaku Usaha
Perorangan (WNA);
3. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan bag Pelaku
Usaha Badan Hukum;
4. Memiliki NFWP,
5. Memiliki hak akses OS5 berupa username dan
password yang diperoleh setelah mendaftarkan di
088.00.1d.
2. | SBislem, Bagan Alir perizinan berusaha berbasis risiko melalui
Mckanisme dan| sistemn aplikasi oss
prosedur

. PERMOHONAN HAK AKSES
Kunjungi htips:/ foss.go.id

Pilih DAFTAR
Pilih skala usaha anda (UMK/Non UMEK)
Lengkapi data-data Anda dan klik tombol Daftar |




* Cek email Anda dan klik tombeol Aktivasi
* Cek email Anda untuk mengetahui username dan

' password
= Hak akses Anda siap digunakan untuk masuk ke

Sistem

1. PENDAFTARAN PELAKU USAHA
a. Pilih skala usaha

0

s = e o = E TR S

b. Lengkapi data
1. Pelaku Usaha Perorangan

Sy L dovde adulah L0




| 2. Pelaku Badan Usaha

SEHE LTInD Anda ek LMK

# Pilih Jenis Pelaku Usaha

| Batar s : | Badan Usaha

' « Pilih Jemis Badan Usaha
(PT,CV, Firma arau

PR | Persekutuan Perdata)

N " = Data yang harus anda
Ena Saloh Tyrs Dty Fﬂﬁgks:t[]i :

3 l. Data Perusahaan

|+ ||_ - Nama Perusahaan

- NPWP Perusahaan
- No 5K Pengesahan
I - Alamat Email
( 2. Data Salah Satu Direksi
/ Pengurus
- NIK KTP
m - Tanggal Lahir
- Jabatan
- No HP
| « Centang Kolom
Pernyataan
| «  Klik tombol DAFTAR

IV. AKTIVASI AKUN
1. Cek Email untuk aktivas: akun

Fipider i F (W el Aiire Adalal OE-STE

ARG A e cETAkiER R ERN BRI gRARSH RO eReTEa B @IS silllieE
meiaFLikan orcess peniiafaran Ak asses Spda oEa i 2R L NTHE AT L ¥ e
ThsT

.,
S T
HErmurme e ierew wiaay DA




2. Cek email untuk mengetahui username dan
password

¥ O55

(SR — -
----- ——

----- — iy

FU— p—
e i e . P 8 g ot ot S

T il ik Wil .
i ST I -
1ee
—nar —— e S
% -

| ot
[
=]

2 ——
-

@000

| 3. Hak akses siap digunakan untuk masuk ke
system 058

¥ 0SS

CERLNTI ALK SN




1. Pastikan telah memiliki Hak Akses

T

!".f, LANGKAH MENGURUS PERIZINAN BERUSAHA ‘

Fo2rt Wl il

2. Kunjungi Hitps: [ foss.po.id [/

¥ OS5
' T —

K

1. Pastikan anda telah 9.
memiliki hak akses
2. Kunjungi
https:/ foss. go.id/
3. Pilih MASUK
4. Masukkan username
dan password bescrta
captcha yang tertera,
lalu  klik  tombol
MASUK
. Klik menu perizinan
berusaha dan pilih
permohonan baru
6. Lengkapi Data Pelaku
Usaha
7. Lengkapi Data Bidang
Usakha
8. Lengkapi Data Detail
Bidang Usaha

N e PR LT

e L Ll

10,
11,

12.

13.

Klrim Ulang Hode Billing SP5*

Parrmonicnan FEKPR Dot

14.

15.

16.

A LRl FHE [FAd i il

R LA | LA

Lengkapi Data Produk
[ Jasa Bidang Usaha
Periksa Data Usaha
Lengkapi Data Usaha
(Aktivitas Import,BRJS
dan WLKP)
Periksa
Kegiatan Usaha
Periksa dan Lengkapi
Dokumen Persetujuan

Daftar

Lingkungan

(KBLI/Bidang Usaha!
Tertentu) '
Pahami dan Cen tangl

Pernvataan Mandin
Periksa Draft Perizinan|
Berusaha '
Perizinan '
terbit

Berusaha




3. Pilih Masuk
S |

— o

Kirim Ulang Kode Billing SPS" Rislrieamatetos

PFermohonan FKEEE Damat Sy st W Syt

Cwwa pea e e B amda
&d f 4 E P ———
P Lk | A i L Y L
i Y T
fs ] b AL

4. Masukan username,password dan capicha lalu
klik tombol masuk

oy TS i+ @07 = e

@ 0SS |

B ail Ed ke s AL

5. tombaol masuk

S (R S N 2

. ol ol LU o ] LD Tl
e TR T Wik ol i i

NIE LA |: fgin Ly
Cy e E!

—
e —% T
L L - - = - -
1 i . i T e
wiaom sz I8 = bl i e il )
- &1 Sy e hy il s P il
- am e i1 <l




6. Klik Menu Perizinan Berusaha dan Pilih
Permohonan Bam
& 55

EOrRnH IR PR RA AR CRATA P AN Ll D70 A e ol e bl B |

AN LR PR LB s

+ 3Sistern akan menampilkan data Badan Usaha yvang
tertarik dari system AHU Online khusus untuk jenis
usaha PT, CV, Firma, Persekutunan Perdata dan
Koperasi.

+ Sedangkan data Badan Usaha untuk jenis usaha

|  lainnya harus melalui proses perckaman (i1si secara

manual] dalam sistem

* Data yang harus + Sistem akan menan
dilengkapi data secara otomati
1. Masa berakhir Legalitas l. Nama Badan Usa
2. Alamat Badan Usaha 2. Jenis Badan Usa

| 3. Kab. { Kota 3. Status Badan Hu
4. Kecamatan 4, Jangka Waktu PT
5. Kelurahan / Desa 5. Status Penag
6. RT/RW Modal PT
7. Kode Pos 6. Provinsi
8. Email Badan Usaha PT
9. NPWP Badan Usaha PT

10. Nomor Telepon




(dalam bentuk uang) :
1. Modal Dasar
2. Modal Ditempatkan
3. Modal Disetor
* Data yang harus dilengkapi :

1. Modal disetor (dalam bentulk lain)

« Sistemn akan menampilkan data secara otomatis

3. Data Maksud dan Tujuan

7. Lengkapi Data Bidang Usaha

« Sistemn akan menampilkan data secara otomatis ;
1. Data Dasar Pembentukan Badan Usaha
2. Data Pengurus dan Pemegang Saham

mielalui

Catatan : pelaku usaha dapat mengecek nomor KBLI

https: [ foss.go.id /informasif kbli-berbasis-risiko




Lengkapi data sesuai dengan permintaan darn
aplikasi oss

Klik tombol VALIDASI RISIKO

Sistem akan otomatis menampilkan skala usaha
dan tingkat risiko pada usaha anda berdasarkan
pengisian data

Klik tombol Tambah Produk / Jasa dan lengkam
isian

Klik tombol SIMPAN

Lengkapi Data Usaha dan periksa serta Lengkapi
Dokumen Persetujuan Lingkungan (hanya pada
KBLI / Bidang Usaha Tertentu)

9. Pahami dan Centang Pernyataan Mandiri

Sistem akan menampilkan berbagai macam |
Pernyataan Mandiri sesual dengan data dan
informasi vang tersimpan sebelumnya, sepert
pernyataan Mandiri K3L, kesediaan memenuhi
Standar  Usaha {Risiko menengah




Tinggi/Kesediaan memenuhi persyaratan izin
(Risiko Tinggi), SPPL dan lain-lain

= Baca, pahami dan klik checkboxmasing-
masing PERNYATAAN MANDIRI

10. Periksa Draft Perizinan Berusaha
= Sistem akan menampilkan draft NIB, lalu klik
kotak centang/checkbos.
* Klik tombol TERBITKAN PERIZINAN
BERUSAHA
11. Perizinan Berusaha telah terbit
s Selanjutnya anda dapat melihat, mengunduh
dan mencetak produk perizinan berusaha
tersebut,

Contoh Cetakan NIB

¥ i 3
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3'| Jangka waktu |Ditentukan oleh sistem 0SS
| pelavanan
4. | Biaya/tarif Gratis

3. TFmduk layanan| 1. NIB — Usaha Risiko Rendah
2. NIB + Sertifikat Standar (85) —*Usaha Risiko
Menengah Rendah dan Menengah Tinga

| |3. NIB + izin_— *Usaha Risiko Tinggi




6. | Penanganan - Datang langsung ke Dinas Penanaman Modal dan
pengaduan, P:la}:tﬂnan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangkal

| BAaran dan | - Website : dpmptsp.bangkabaratkab.go.id
- Facebook : Dpmpptsp Kabupaten Bangka Barat

masukan
- Instagram : ptspbangkabarat
- _Whatsapp : 08117171790
Marufacturing
No. Komponen | Uraian
1. | Dasar Hukum i a. Undang-Undang Nomor [l Tahun 2020 tentang
| Cipta Kerja.
b. Peraturan Pemernntah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penvelenggaraan Perizinan.
¢. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 |
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha |
di Daerah.
d. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman El'u'lm:lalll
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021
tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis|
Risiko Terintegrasi Secara Elektronik.
e, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021
tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan
Fasilitas Penanaman Maodal.
!E | Sarana dan 1. Ruang tunggu dilengkapi dengan pcm:li.ngin_
| Prasarana udara;
| 2. Tempat parkir kendaraan roda empat dan roda
dua terpisah;
3. Jaringan Internet;
4. Komputer dan Printer;
5. Telepon dan Faks,




o

Meja, kursi dan alat tulis kantor;

Toilet umum

Televisi

9. Kotak Pengaduan

10. Kursi Roda

11, Tabung Pemadam Api

12, Penunjuk Jalur Evakuasi

3. | Kompetensi 1. Memahami teknis pelayvananan perizinan
Pelaksana | 2. Menguasai tata bahasa yang Baik

=

3. Menguasai penggunaan komputer
4. Memahami Peraturan Perundang-undangan

yvang berlaku
4. | Pengawasan Pengawasan dilakukan oleh atasan secara
Internal berjenjang

o e = —— —_— —_—

5, | Jumlah Pelaksana | 5 Orang

Jaminan Pelayanan | 1. Adanya kepastian persyaratan, prosedur

proses, waktu, biaya dan didukung oleh
Sumber Daya Manusia yang berkompetensi di
bidang masing-masing sesuai dengan Tugas
dan Fungsi Jabatan;
2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan|
berusaha kepada masyarakat dengan adil,
' akuntabel dan transparan.

7. | Jaminan 1. Terdapat CCTV dibeberapa sudut kantor;
keamanan dan 2. Terdapat Tabung Pemadam Api dilokasi yang
. | kesclamatan telah ditentukan
| | pelayanan




8.

Pelaksana '[mexlgetahui kinerja pelayanan terhadap stakeholder

Evaluasi Kinerja iDilah:uLmn Survei kepuasan masyarakat IJnLLIK‘

KEPALA DPMPTSP

Mg

H.YUWANDA EKA PUTERA, SKM. M.Si




Menengah Rendah dan Menengah Tinggi
3. NIB + izin —*Usaha Risiko Tinggi

Penanganan -  Datang laugsung_ ke Dinas Penanaman Modzal dani
pengaduan, manﬂn Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangka
Sdrdn dan | - Webasite : dpmptsp.bangkabaratkab. go.id
masukan - Facebook ; Dpmpptsp Kabupaten Bangka Barat
- Instagram : ptspbangkabarat

- Whatsapp : 08117171790

Komponen Uraian
Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor Il Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan;

c. Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
di Daerah;

d. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021
tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Terintegrasi Secara Elektronilk;

¢, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021
tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan
Fasilitas Penanaman Modal:

f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor & Tahun 2021
tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk

Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik




Indonesia Tahun 2021 Nomor 266).

Sarana dan
Prasarana

2.

0O ® N o owoa

...............

Tempat parkir kendaraan roda empat dan roda
dua terpisah;

Jaringan Internet;

Komputer dan Printer;

Telepon dan Faks;

Meja, kursi dan alat tulis kantor;

Toilet umum;

Televisi;

Kotak Pengaduan;

10. Kursi Roda;
11. Tabung Pemadam Api;
12, Penunjuk Jalur Evakuasi.

a.

Kompetensi
Pelaksana

1.
2.

Memahami teknis pelayananan perizinan
Menguasai tata bahasa yang Baik, berprilaku
jujur dan dapat mengendalikan emosi

. Menguasai penggunaan komputer dan aplikasi

perkantoran

Memahami Peraturan Perundang-undangan
vang berlaku

Memahami penggunaan aplikasi OS5-RBA dan
atau aplikasi Sicantik Cloud

Internal

Pengawasan dilakukan oleh atasan secara
berjenjang

Jumlah Pelaksana

4 (empat) Orang

Jaminan Pelayanan

1.

=

Adanya kepastian persyaratan, prosedur |
proses, wakitu, biaya dan didukung oleh
Sumber Daya Manusia yvang berkompetensi di
bidang masing-masing sesuai dengan Tupas

dan Fungsi Jabatan;




2. Adanya jaminan pemberian pelayanan ]_J-crizinmﬂ
berusaha kepada masyarakat dengan adil,
akuntabel dan transparan.

Jaminan 1. Terdapat CCTV dibeberapa sudut kantor;
keamanan dan 2. Terdapat Tabung Pemadam Api dilokasi yang
keselamatan telah ditentukan

pelayanan

Evaluasi Kinerja F:Iﬂﬂkukan Survei kepuasan masyarakat untuk
Pelaksana

mengetahui kinerja pelayanan terhadap stakeholder

KEPALA DPMPTSP

el

H.YUWANDA EKA PUTERA,SKM., M.Si



Jenis Pelayanan Penzinan Ber-KBLI Sektor Transportasi
Service Delivery

No

Komponen

Uraian

1

Persyvaratan
pelayanan

Fotocopy KTP pemohon;

Fotocopy NFWP,;

Email dan Nomor HP aktif;

Fotocopy Akta Notaris yang telah disahkan oleh

Kemenkumham (jika Badan Usahal;

5. Formulir data usaha pelaku usaha;

6. Pakta Integritas;

Komitmen Sektoral

7. Standar Kegiatan Usaha dan Produk sesual dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk
Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Sektor Transportast;

Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha

8. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang [KKPR);

9, Persetujuan Lingkungan dan/atau;

10.Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik

Fungsi.

ool 8

Sistem,

Mekanisme dan

prosedur

—rrre—

Jangka waktu
pelayanan

Biaya /taril

4 (empat) - 7 {tﬁuh} hari kerja setelah berkas dinyatakan
lengkap dan benar
Gratis

Produk layanan

1. NIB —* Usaha Risiko Rendah
2. NIB + Sertifikat Standar (SS) *saha Risiko
Menengah Rendah dan Menengah Tinggi




3. NIB + izin — * Usaha Risiko Tinggi

Penanganan - Datang l.a.t:.g-sung ke Dinas Penanaman Modal dan
pengaduan, Emlayant an Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangka
SHTET dan | - Website : dpmptsp.bangkabaratkab.go.id

-  Facebook : Dpmpptsp Kabupaten Bangka Barat
- Instagram : ptspbangkabarat

- Whatsapp : 0B117171790

masukan

Komponen Uraian
Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor I Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja;

b, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan;

¢, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
di Daerah;

d. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021
tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;

¢, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021
tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan
Fasilitas Penanaman Modal;

[. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12
Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha
dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi
[Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 257).




Sarana dan

1. Ruang tunggu djl-anglmp-i"]:lcngan AC;

b

10. Kursi Roda;
11, Tabung Pemadam Api;
12. Penunjuk Jalur Evaluasi.

Be o oo 9

Tempat parkir kendaraan roda empat dan roda
dua terpisah;

Jaringan Internet;

Komputer dan Printer;

Telepon dan Faks;

Meja, kursi dan alat tulis kantor;

Toilet umum;

Televisi;

Kotak Pengaduan;

Kompetensi
Pelaksana

1.
2.

. Menguasai penggunaan komputer dan aplikasi

. Memahami Peraturan Perundang-undangan

Memahami teknis pelayananan perizinan
Menguasai tata bahasa yang Baik, berprilaku
jujur dan dapat mengendalikan emosi

perkantoran
yang berlaku

Memahami penggunaan aplikasi OS5-EBA dan
atau aplikasi Sicantik Cloud

Pengawasan
Internal

Pengawasan dilakukan oleh atasan secara
berjenjang

Jumlah Pelaksana

4 (empat) Orang

Jaminan Pelayanan

1.

2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan

Adanya kepastian persyaratan, pmﬁur .
proses, waktu, biaya dan didukung oleh)
Sumber Daya Manusia yang berkompetensi di
bidang masing-masing sesuai dengan Tugas
dan Fungsi .Jabatan;




berusaha kepada Mt dengan adil,
akuntabel dan transparan.

Jaminan

keamanan dan

1. Tl:ﬁ:iapat CCTV dibeberapa sudut kantor;
2. Terdapat Tabung Pemadam Api dilokasi yang

keselamatan telah ditentukan

pelayanan

Evaluasi Kinerja  [Dilakukan Survei kepuasan masyarakat untulk
Pelaksana mengetahui kinerja pelayanan terhadap stakeholder

KEPALA DPMPTSP

ey

HYUWANDA EKA PUTERA,SKM., M.5i



Jenis PelayananPerizinan Ber-KBLI Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan
Service Delivery

]

Komponen

Uraian

1.

Persyaratan
pelayanan

Fotocopy NFWF;

Email dan Nomor HP aktif;

Fotocopy Akta Notaris yang telah disahkan oleh
Kemenkumham (jika Badan Usaha);

Formulir data usaha pelaku usaha;

Pakta Integritas;

i D i

Komitmen Sektoral
7. Btandar Kegiatan Usaha dan Produk sesual dengan :

a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12
Tahun 2021 tentang Standar Kepiatan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar
Kegiatan Usaha dan JProduk Pada Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;
dan /atau;

b. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha
dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan;

Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha

8. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR};

9. Persetujuan Linglkungan dan/atau;

10.Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik
Fungsi.

Sistem,
Mekanisme dan
prosedur

_——




pelayanan

3. [ Jangka waktu [;I

(empat) - 7 {tujﬁ h) hari kerja setelah berkas dinyatakan
engkap dan benar

Biaya/ tarif

Gratis

5. | Produk layanan|

1.
2.

3.

NIB —* Usaha Risiko Rendah
NIB + Sertifikat Standar [SS) *Usaha Risiko
Menengah Rendah dan Menengah Tinggi

NIB + izin —* Usaha Risiko Tinggi
Datang langsung ke Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangkal

pengaduan, il
SATAan dan | - Website : dpmptsp.bangkabaratkab.go.id
masukan - Facebook : Dpmpptsp Kabupaten Bangka Barat
- Instagram : ptspbangkabarat
- - Whatsapp : 08117171790
Manufacturing
No. Komponen Uraian

1. | Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor Il Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan;

¢. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
di Daerah;

d. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021
tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;

e. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021
tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan
Fasilitas Penanaman Modal:

f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12
Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha
dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan




Berusahn Berbasis Risiko Sektor Kesehatan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 257).

 Sarana dan

Prasarana

1. Ruang tunggu dilengkapi dengan AEZ, '
. Tempat parkir kendaraan roda empat dan roda

B

@ ®NO N AW

10. Kursi Roda;
11. Tabung Pemadam Api;
12. Penunjuk Jalur Evakuasi.

dua terpisah;

Jaringan Internet;

Komputer dan Printer;

Telepon dan Faks;

Meja, kursi dan alat tulis kantor;
Toilet umum;

Televisi;

Kotak Pengaduan;

Kompetensi
Pelaksana

1.
2.

Memahami teknis pelayananan perizinan
Menguasai tata bahasa yang Baik, berprilaku
jujur dan dapat mengendalikan emosi
Menguasai penggunaan komputer dan aplikasi
perkantoran

Memahami Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku

Memahami penggunaan aplikasi OS5-RBA dan
atau aplikasi Sicantik Cloud

Pengawasan
Internal

Pengawasan dilakukan oleh atasan secara
berjenjang

Jumlah Pelaksana

4 [empat) Orang

Jaminan Pelayanan

1.

Adanya kepastian persyaratan, prosedur
proses, waktu, biaya dan didukung oleh
Sumber Daya Manusia yang berkompetensi di




Eidang masing-masing sesuai dengan Tugas
dan Fungsi Jabatan;

2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan
berusaha kepada masyarakat dengan adil,
akuntabel dan transparan.

Jaminan
keamanan dan
keselamatan

pelayanan

l. Terdapat CCTV dibeberapa sudut kantor:
2. Terdapat Tabung Pemadam Api dilokasi yang
telah ditentukan

Evaluasi Kinena
Pelaksana

Dilakukan Survei kepuasan masyarakal untuk
mengetahui kinerja pelayanan terhadap stakeholder

KEPALA DPMPTSP

ey

HYUWANDA EKA PUTERA,SKM., M.Si



Jenis PelayananPerizinan Ber-KBLI Sektor Pariwisata

Service Delivery
No | Komponen Uralan
1. | Persyaratan 1. Fotocopy KTP pemohon;
pelayanan 2. Fotocopy NPWF;
3. Email dan Nomor HP aktif;
4, Fotocopy Akta Notaris yang telah disahkan oleh
Kemenkumham (jika Badan Usahal;
5. Formulir data usaha pelaku usaha;
6. Pakta Integritas;
tmen Sektoral
| 7. Standar Kegiatan Usaha dan Produk sesuai dengan
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/
Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatil Nomor 4
Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan
Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Sektor Pariwisatan
Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha
8. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPE),
9. Persetujuan Lingkungan dan/atau;
10.Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik
= Fungsi. B
2. | Sistem,
Mekanisme dan
prosedur
3. | Jangka waktu # (empat) - 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas dinyatakan
pelayanan =ngkap dan benar
4. | Biaya/taril Gratis




Produk layanan

. NIBE — Usaha Risiko Rendah
. NIB + Sertifikat Standar (S8) — *Usaha Risiko

. NIB + izin * Usaha Risiko Tinggi

Menengah Rendah dan Menengah Tinggi

Penanganan
pengaduan,
SArAn dan
masukan

Datang langsung ke Dinas Penanaman Modal dan|
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangka
Barat

Website : dpmptsp.bangkabaratkab.go.id
Facebook : Dpmpptsp Kabupaten Bangka Barat
Instagram : ptspbangkabarat

Whatsapp : 08117171790

Marnu,

facturing

No.

Komponen

Uraian

Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor Il Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan;

¢. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021
tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;

d. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021
tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan
Fasilitas Penanaman Modal;

¢. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar
Kegiatan Usaha  dan Produk Pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Sektor Pariwisata (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 283).

Sarana dan

=

1. Ruang tunggu dilengkapi dengan AC;
2, Tempat parkir kendaraan roda empat dan roda




dua terpisah;
3. Jaringan Internet;
4. Komputer dan Printer;
5. Telepon dan Faks;
6. Meja, kursi dan alat tulis kantor:
T. Toilet umum;
8. Televisi;
9, Kotak Pengaduan;
10. Kursi Roda;
11. Tabung Pemadam Api;
12. Penunjuk Jalur Evakuasi.

Kompetensi
Pelaksana

1. Memahami teknis ptla}fﬂ-n_ﬂ.n;m perizinan

2. Menguasai tata bahasa yang Baik, berprilaku
jujur dan dapat mengendalikan emosi

3. Menpguasai penggunaan komputer dan aplikasi
perkantoran

4. Memahami Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku

5. Mcmahami penggunaan aplikasi OSS5-RBA dan
atau aplikasi Sicantik Cloud

Pengawasan
Internal

Pengawasan dilakukan oleh atasan secara
berjenjang

Jumlah Pelaksana

4 [empat) Orang

Jaminan Pelayanan

1. Adanya kepastian persyaratan, prosedur

proses, waktu, biaya dan didukung ﬂlel'tl
Sumber Daya Manusia yang berkompetensi di
bidang masing-masing sesuai dengan Tl.lgﬂzd
dan Fungsi Jabatan:

2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan
berusaha kepada masyarakat dengan adil,
akuntabel dan transparan.




Jaminan

keamanan dan

1. Terdapat CCTV dibeberapa sudut kantor;

2. Terdapat Tabung Pemadam Api dilokasi yang

keselamatan telah ditentukan
Evaluasi Kinerja ilakukan Survei kepuasan masyarakat untukl
Pelaksana

angr:tahui kinerja pelayvanan terhadap stakeholder

KEPALA DPMPTSP

oS

H.YUWANDA EKA PUTERA ,SKM., M.Si



Jenis PelayananPerizinan Ber-KBLI Sektor Ketenagakerjaan
Service Delivery

Komponen

Uraian

Persyaratan
pelayanan

Fotocopy KTP pemohon;

Fotocopy NPWF;

Email dan Nomor HP aktif;

Fotocopy Akta Notaris yang telah disahkan oleh
Kemenkumham [jika Badan Usaha);

Formulir data usaha pelaku usaha;

Pakta Integritas;

adh ol o S

o

Komitmen Sektoral

7. Standar Kegmatan Usaha dan Produk sesuail dengan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun
2021 tentang Standar Kegialan Usaha dan Produk
Pada Penyvelenggaraan Periginan Berusaha Berbasis
Risiko Sektor Ketenagakerjaan;

Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha

B. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR);

9. Persetujuan Lingkungan dan [atau;

10.Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik
Fungsi.

Sistem,
Mekanisme dan,
prosedur

Jangka wakiu
pelayanan

4 (empat) - 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas dinyatakan
lengkap dan benar

Biaya,/ tarif

Gratis

Produk la:,rana.n| 1. NIB * Usaha Risiko Rendah

2. NIB + Sertifikat Standar (SS] — *Usaha Risiko




Menengah Rendah dan Menengah Tinggi
3. NIB + izin —  * Usaha Risiko Tinggi

Penanganan - Datang langsung ke Dinas Penanaman Modal dan
pengaduan, Eemihiﬂnm Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangkal

saran dan | - Website : dpmptsp. bangkabaratkab.go.id

masukan - Facebook : Dpmpptsp Kabupaten Bangka Barat
- Instagram : ptspbangkabarat
- Whatsapp : 08117171790 ]
Manufacturing
Komponen Uralan
Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 1T Tahun 2020 tentang

Cipta Kerja;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan;

¢. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
di Daerah;

d. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021
tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;

e. Peraturan Badan Keordinasi Penanaman Modal
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021
tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan
Fasilitas Penanaman Modal:

{. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6
Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha
dan Produk Pada Penyelenpgaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko Sektor
Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 269);




"

Sarana dan
Prasarana

L. Ruang tunggu dilengkapi dengan AC;
. Tempat parkir kendaraan roda empat dan roda

| o]

dua terpisah;

Jaringan Internet;

Komputer dan Printer;

Telepon dan Faks;

Meja, kursi dan alat tulis kantor;
Toilet umum;

Televisi;

Kotak Pengaduan;

10, Kursi Roda;

11. Tabung Pemadam Api;

12. Penunjuk Jalur Evakuasi.

nE A2 A E W

Kompetensi
Pelaksana

1. Memahami teknis pelayananan perizinan

2. Menguasai tata bahasa yang Baik, berprilaku
jujur dan dapat mengendalikan emosi

3. Menguasai penggunaan komputer dan aplikasi
perkantoran

4. Memahami Peraturan Perundang-undangan
yvang berlaku

5. Memahami penggunaan aplikasi 0SS-RBA dan
atau aplikasi Sicantik Cloud

Pengawasan
Internal

Jumlah Pelaksana

Pengawasan dilakukan oleh atasan secara
berjenjang

4 (empat) Orang

Jaminan Pelayanan

l. Adanya kepastian persyaratan, prosedur ,
proses, waktu, biaya dan didukung ole
Sumber Daya Manusia yang berkompetensi d
bidang masing-masing sesuai dengan Tuga
dan Fungsi Jabatan;




% Adanya jaminan pemberian pelayanan p-cnm_mml
berusaha kepada masvarakat dengan adil)
akuntabel dan transparan.

Jaminan
keamanan dan

1. Terdapat CCTV dibeberapa sudut kantor;
2. Terdapat Tabung Pemadam Api dilokasi yang

keselamatan telah ditentukan

pelayanan

Evaluasi Kinerja Dilakukan Survei kepuasan masyarakat untuk
Pelaksana r:nmgﬂtahui kinerja pelayanan terhadap stakeholder]

KEPALA DPMPTSP

g

HYUWANDA EKA PUTERA ,SKM., M.Si



Jenis PelayananPernizinan Ber-KBL1 Sektor Koperasi

No Komponen Uraian
1. | Persyaratan 1, Fotocopy KTP pemohon;
pelayanan 2. Fotocopy NPWP;
3. Email dan Nomor HP aktif;
4. Fotocopy Akta Notaris yang telah disahkan oleh
Kemenkumham (jika Badan Usahal;
5. Formulir data usaha pelaku usaha;
6. Pakta Integritas;
Komitmen Sektoral
7. Standar Kegiatan Usaha dan Produk sesuai dengan
Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penzinan
Berusaha Berbasis Usaha Simpan Pinjam;
Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha
8. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR);
9, Persetujuan Lingkungan dan/atau;
10.Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik
Fungsi.
2. | Sistem,
Mekanisme dan
prosedur
3. | Jangka waktu 4 (empat) - 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas dinyatakan
pelayanan lengkap dan benar
4, | Biaya/tarif Gratis
Produk layanan! 1. NIBE —* Usaha Risiko Rendah
2. NIB + Sertifikat Standar {85) —*Usaha Risiko
Menengah Rendah dan Menengah Tinggi




. NIB + izin — *Usaha Risiko Tinggi

Penanganan
pengaduan,
SAran dan
masukan

Datang langsung ke Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangks
Barat

Website : dpmptsp.bangkabaratkab.go.id

Facebook : Dpmpptsp Kabupaten Bangka Barat
Instagram : ptspbangkabarat

Whatsapp : 08117171790

Manufacturing

Komponen

Uraian

w

1.

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor Il Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
di Daerah;

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 202]
tentang Sistemm Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021
tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan
Fasilitas Penanaman Modal,

Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah Nomor 49 Tahun 2021 tentang
Perizinan Berusaha Berbasis Usaha Simpan

Pinjam.

Samnad_a_n

Prasarana

. Ruang mungeu dilengkapi dengan AC:




2. Tempat parkir kendaraan roda empat dan roda
dua terpisah;

3. Jaringan Internet;

4. Komputer dan Printer;

5. Telepon dan Faks;

6. Meja, kursi dan alat tulis kantor;

7. Toilet umum;

8. Televisi;

9. Kotak Pengaduan;

10. Kursi Roda;

11. Tabung Pemadam Api;

12. Penunjuk Jalur Evakuasi.

Kompetensi
Pelaksana

1. Memahami teknis pelayananan perizinan

2. Menguasai tata bahasa yang Baik, berprilaku
jujur dan dapat mengendalikan emosi

3. Menguasai penggunaan komputer dan aplikasi
perkantoran

4. Memahami Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku

5. Memahami penggunaan aplikasi 055-RBA dan
atau aplikasi Sicantik Cloud

Pengawasan
Internal

Pengawasan dilakukan oleh atasan S —
berjenjang

Jumlah Pelaksana

4 (empat) Orang

Jaminan Pelayanan

1. Adanya kepastian persyaratan, prosedur |
proses, waktu, biaya dan didukung oleh
Sumber Dayva Manusia vang berkompetensi di
bidang masing-masing sesuai dengan Tugas
dan Fungsi Jabatan;

2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan
berusaha kepada masyarakat dengan adil,




akuntabel dan transparan.

7. | Jaminan 1. Terdapat CCTV dibeberapa sudut kantor;
keamanan dan 4. Terdapat Tabung Pemadam Api dilokasi yang
keselamatan telah ditentukan
pelayanan

8. | Evaluasi Kinerja  Dilakukan Survei kepuasan masyarakat untuk
Pelaksana mengetahui kinerja pelayanan terhadap stakeholder

KEPALA DPMPTSP

Rt

H.YUWANDA EKA PUTERA,SKM., M.Si



